Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG

K
NOMOR : OTA MAGELANG

47  TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

: a. bahwa guna mengingkatkan tertib administrasi dan laporan
keuangan Perusahaan Daerah se Kota Magelang, perlu adanya
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;

. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
3. Undang-

Peraturan perundang-undangan;
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
h diubah beberapa kali terakhir dengan

un 2008 tentang Perubahan

4. Undang-Undang
Daerah sebagaimana tela
Undang-undang Nomor
Kedua Atas Undang—Undang

Pemerintahan Daerah;

12 Tah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang



5. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah; :

6. Peraturan
) Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
erusahaan Daerah Percetakan:

/. Pera
turan Daerah Kotz Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Perusahaan Daerah Perbengkelan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Magelang;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Magelang Tahun 2009;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

m Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana
terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor
Air Minu
telah diubah beberapa kali

Kota Magelang Nomor 10 Tahun

eraturan Daerah Kotamady
g Pendirian Perusahaan Daerah

2009 tentang Perubahan Kedua

P a Daerah Tingkat II Magelang
Atas
r 270 Tahun 1978 tentan

mo
I h Tingkat II Magelang;

Air Minum Kotamadya Daera

h Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
aera

13 pardisd) . cahaan Daerah Air Minum Kota

Magelangd;



14. Peraturan Daerah Kota Ma

gelang Nomor 12 Tah 09 tentan
Perusahaan b b un 2009 tentang

Perkreditan Rakyat Bank Magelang;

15. Peratura
o N Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
ahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang,
Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, Perusahaan
Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Peru |
Rakyat Bank Magelang dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara.

Perusa

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas |

Magelang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang,
; r

Perusah
Badan p Perusahaan Daerah percetakan dan Badan Pengawas Perusahaan
engawas

Daerah perbengkelan.

sahaan Daerah Bank Perkreditan

haan Daerah Air Minum Kota



10.

(1)

Direksi adalah Direks; Perusahag
N Daerah Air M ]
perusahaan Daerah Qbyek Wisata T, Num Kota Magelang, Direksi

Man Kyai Lan trake
perusahaan Daerah Percetakan, Direks; 43800 ot Magelang, DIl

atau Akuntan Publik.
Laporan Bulanan adalah Laporan Keuangan yan

Laba Rugi yang dibuat setiap bulan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disingkat
APB Perusahaan Daerah adalah réncana keuangan tahuna

g terdiri dari Neraca dan Perhitungan

. n Perusahaan Daerah yang
telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3
Jenis-jenis laporan keuangan Perusahaan Daerah terdiri dari :
a. Laporan Bulanan;
b. Laporan Tahunan;
C. Laporan Pelaksanaan RKAP;
d. Laporan Keuangan Publikasi;
€. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan
keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan Daerah setiap bulan terhf':ldap APB
Perusahaan Daerah yang terdiri dar Neraca, Peditinigan, La2el Fo8l aoille

rekening-rekening administratif yang dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos

Neraca dimaksud.

- a
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ay

hir tahun buku yan
) il usaha Perusahaan Daerah pada ak yang
€adaan Keuangan dan hasi an Arus Kas, Laporan Perubahan

i Lapor
terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rug r. certa Catatan Atas Laporan Keuangan
injensi
EkUItas fi itmen dan KontheH
» Laporan Komitm

Yang telah diaudit oleh akuntan publik.

at (1) huruf b adalah Laporan



(5)

Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksu
Laporan Keuangan Interim dan tahunan yang terdi

Rugi dan Laporan Komitmen dap Kontinjensi,

d pada ayat (1) huruf d adalah
ri dari Neraca, Perhitungan Laba

dan informasi lainnya yang

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Bulanan

Pasal 4

Direksi wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) setiap bulan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas atau Badan

Pengawas selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Selain menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi

Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib

: - 2) kepada
menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (%) tkep

iap bulan sesuai
Kantor Bank Indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap

. donesia.
dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bark In
dimaksud pada ayat (2) untuk PD BPR BKK

imana :
Tembusan Laporan Bulanan sebagaim ham Provinsi Jawa Tengah paling

ng Sa
Magelang Utara disampaikan kepada Pemegang

e
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjala



(1)

setiap akhir bulan Juni dan akhir hyla Desember

selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas PD BPR
Bank P.asar daﬁ PD BPR BKK wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 3 ayat (4) kepada Kantor Bank Indonesia

setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan bentuk
dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 6
Direksi Perusahaan Daerah selain Perbankan wajib menyampaikan Laporan
Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara lengkap
dan benar kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
Direksi PD BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib
menyampaikan Laporan Tahunan kepada Walikota selambat-lambatnya 4 (empat)
bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) l?ireksi AR
Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib menyampaikan Laporan Tahunan

kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan bentuk dan ;atlacarae:::i
n s
ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 4 (empat) bula

beI'akhirnya tahun buku.
Laporan Keuangan Tahunan se
dianggap telah disahkan, apabila Selamo® .
diterimanya Laporan Keuangan oleh Wallko'a i

a ayat (1) dan ayat (2)

i d
imana dimaksud pa
Gt 3 (tiga) bulan setelah

bat-lambatnya
da keberatan secard tertulis.



(1)

(2)

‘kota ini sepan
Hal~hai yang belum diatur dalam Peraturan Waliko

Laporan Keuangan Publikasj

Pasal 7

oksi PD BP
Direksi P R Bank Magelang dan pp BPR BKK Magelang Utara wajib

mkan L y
mengumu aporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ai d
ayat (5) sesuai dengan bentuk dan tats Cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
dan melaporkannya kepada Kantor Bank Indonesia setempat

Pengumuman Laporan Publikas; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara berkala tap triwulan (tiga bulanan) setiap akhir bulan Maret, Juni, September
dan Desember.

BAB IV
BENTUK LAPORAN

Pasal 8

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan
Daerah selain Perbankan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan
(PSAK) Perusahaan yang relevan.

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan
Daerah Perbankan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK)
yang relevan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dikirimkan kepada

Walikota harus diketahui dan ditandatangan oleh Dewan Pengawas atau Badan

Pengawas Perusahaan Daerah.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

jang mengenai teknis

Pe| :
aks'e‘”a"ﬂnnya diatur oleh Direks.



Pasal 10

oot gran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

pgar setiaP Qrang mengetahumya,.memerintahkan Péngundangan Peraturan Walikota ini
Jengan penempatannya dalam Berita Dagrah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
padatanggal '0 Occeulror 20 (o

WALIKOTA MAGELANG

bk

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 47



